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SALINAN  

 

 

 

BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

NOMOR  10  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEBAK, 

 

Menimbang : a. bahwa hak keuangan dan administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Lebak; 

b. bahwa penghitungan tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
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dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

dan 

BUPATI LEBAK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LEBAK.  

 

 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 20175) di ubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan 

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 

harga setempat yang berlaku, dan standar luas 
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bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan 

harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 

rumah yang berlaku untuk standar rumah negara 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk 

mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.  

(3) Besaran tunjangan perumahan diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

(4) Besaran Tunjangan Perumahan dihitung oleh 

Pemerintah Daerah melalui apraisal dan/Atau 

Kajian Akademik sesuai ketentuan perundang-

undangan secara periodik setiap tahun. 

(5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan 

Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran 

tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Provinsi Banten. 

 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 18 

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan 

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 

harga setempat yang berlaku sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan 

harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 

kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan 

dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan 

biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 

(3) Besaran Tunjangan Transportasi dihitung oleh 

Pemerintah Daerah melalui apraisal dan/atau 
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Kajian Akademik sesuai ketentuan perundang-

undangan secara periodik setiap tahun. 

(4) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

(5) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan 

Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran 

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota 

DPRD Provinsi Banten.  

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 28 Desember 2021 

BUPATI LEBAK, 

 

Ttd  

 

ITI OCTAVIA JAYABAYA 

Diundangkan di Rangkasbitung 

pada tanggal  28 Desember 2021 

       SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

 

Ttd 

 

BUDI SANTOSO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 10 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN 

NOMOR:  (10,73/2021) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

NOMOR   10  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

 

A. UMUM 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah di 

tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 

2017, pengaturan mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan 

Transfortasi Pimpinan dan Amggota DPRD Kabupaten Lebak dihitung 

oleh Pemerintah Daerah melaui apraisal dan atau kajian akademik dan 

penilaian sehingga menjadi adanya keragaman penilaian dalam 

menentukan suatu penilaian dalam menentukan kebijakan. 

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak 

terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas 

Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu 

dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar 

terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling 

mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara 

kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola 

dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas 

pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan 

pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan 

manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di 

daerah. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan 

pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang 

memadai. Pengaturan tentang kedudukan protokoler dan keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan 

tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka 

mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan 

rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 
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lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD 

dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, 

kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

 

B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Pasal 17 

   Cukup Jelas 

  Pasal 18 

   Cukup Jelas 

 

Pasall II 

    Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 202110 


